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ABSTRAK 

UU Kewarganegaraan Indonesia yang lama telah diubah dengan UU No. 12 

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru. 

Kewarganegaraan di Indonesia yang pada mulanya menganut asas 

kewarganegaraan tunggal, kini menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas 

bagi anak yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 huruf c, d, h, l, dan Pasal 5 

UU No. 12 Tahun 2006. Asas kewarganegaraan ganda terbatas berlaku hingga 

anak berusia 18 tahun atau sudah kawin yang bertujuan untuk melindungi hak 

anak dalam memilih kewarganegaraan yang dikehendaki. Adanya ketentuan 

tersebut menimbulkan konsekuensi hukum untuk tunduk pada dua yurisdiksi dua 

negara pemberi kewarganegaraan ganda. Salah satu fenomena yang menarik 

adalah apabila salah satu negara pemberi kewarganegaraan menerapkan wajib 

militer. Dalam kondisi tersebut, anak dihadapkan pada dua pilihan sulit, yaitu 

kesediaan melaksanakan wajib militer dan status kewarganegaraan. Wajib militer 

adalah salah satu bentuk ikatan dan bentuk kesetiaan warga negara terhadap 

negaranya. Pelaksanaan wajib militer di negara lain dapat diasumsikan sebagai 

bentuk pengkhianatan terhadap negara dan dapat mempengaruhi status WNI anak 

tersebut, seperti pencabutan status WNI. Ketentuan pelaksanaan wajib militer di 

negara lain bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak diatur secara jelas dalam 

UU Kewarganegaraan sehingga dapat menimbulkan kekaburan hukum. Status 

kewarganegaraan memiliki arti begitu penting karena selain sebagai identitas, 

status kewarganegaraan berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga 

negara sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh 

negara. Untuk itu, Penelitian ini bertujuan guna memaparkan ketentuan 

pelaksanaan wajib militer oleh anak berkewarganegaaraan ganda serta akibat 

hukumnya terhadap status WNI dan perolehan hak konstitusionalnya. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual.  

 

Kata Kunci: Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Wajib Militer, Hak 

Konstitusional  
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ABSTRACT 

The old Indonesian Citizenship Law has been amended by Law No. 12 of 2006 

concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia. Citizenship in Indonesia, 

which initially adhered to the principle of single citizenship, now applies the 

principle of limited dual citizenship for children who meet the provisions in 

Article 4 letters c, d, h, l, and Article 5 of Law No. 12 of 2006. The principle of 

limited dual citizenship applies until the child is 18 years old or married, which 

aims to protect the child's right to choose the desired nationality. The existence of 

this provision has legal consequences for submitting to the two jurisdictions of the 

two countries granting dual citizenship. One interesting phenomenon is when one 

of the citizenship-giving countries implements military service. In these conditions, 

children are faced with two difficult choices, namely the willingness to carry out 

military service and citizenship status. Military service is a form of bond and form 

of loyalty of citizens to their country. The implementation of military service in 

other countries can be assumed as a form of betrayal of the state and can affect 

the child's Indonesian citizen status, such as the revocation of the Indonesian 

citizen status. Provisions for the implementation of military service in other 

countries for children with dual citizenship are not clearly regulated in the 

Citizenship Law so that it can cause legal confusion. Citizenship status has a very 

important meaning because apart from being an identity, citizenship status serves 

as a form of legal protection for citizens as legal subjects who have constitutional 

rights guaranteed by the state. For this reason, this study aims to explain the 

provisions for the implementation of military service by children with dual 

citizenship and the legal consequences for the status of Indonesian citizens and 

the acquisition of their constitutional rights. The method used in this research is a 

statutory approach and a conceptual approach.  

 

Keywords: Limited Dual Citizenship, Military Service, Constitutional Rights 
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